WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

11.

12,

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Selatan Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Menetapkan

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah
program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non

personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pasal2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

o

Neraca;
Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

c
d
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.



Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

a. pendapatan Rp3.000.278.801.133,00
b. belanja Rp2.967.633.308.554,00
surplus/ defisit Rp32.645.492.579,00

c. pembiayaan:

1. penerimaan RpS511.790.877.462,24

2. pengeluaran Rp0,00

pembiayaan netto RpS511.790.877.462,24

SiLPA Rp544.436.370.041,24
Pasal4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp(81.487.786.014,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah Rp2.918.791.015.119,00
perubahan
2. realisasi Rp3.000.278.801.133,00
selisih lebih /(kurang) Rp(81.487.786.014,00)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp462.948.584.027,24 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah perubahan Rp3.430.581.892.581,24
2. realisasi Rp2.967.633.308.554,00
selisih lebih / (kurang) Rp462.948.584.027,24




C.

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp(544.436.370.041,24) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran surplus/defisit Rp(511.790.877.462,24)
2. realisasi Rp32.645.492.579,00
selisih lebih /(kurang) Rp(544.436.370.041,24)

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan RpS11.790.877.462,24
setelah perubahan

2. realisasi RpS511.790.877.462,24

selisih lebih / (kurang) Rp0,00
selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp0,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp0,00
selisih lebih /(kurang) Rp0,00

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto Rp511.790.877.462,24
setelah perubahan
2. realisasi RpS511.790.877.462,24
selisih lebih /(kurang) Rp 0,00
Pasald

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember

tahun 2017 sebagai berikut:

a.
b.

C.

jumlah aset Rp19.138.345.302.900,92
jumlah kewajiban Rp6.140.831.875,52
jumlah ekuitas dana Rp19.132.204.471.025,40




Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

a.
b.

o

saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2017 Rp510.964.137.859,00
saldo awal BOS per 1 Januari 2017 Rp821.139.604,00
arus kas dari aktivitas operasi Rp1.040.157.885.404,00
arus kas dari aktivitas investasi aset non Rp(1.007.512.392.825,00)
keuangan

arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
arus kas dari aktivitas transitoris Rp318.686.086,00

saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2017 Rp544.749.456.128,00

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai

berikut:

a. Jumlah Pendapatan - Laporan Operasional Rp3.089.626.459.169,32
b. Jumlah Beban - Laporan Operasional Rp2.229.981.635.530,96
c. Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional Rp859.644.823.638,36
d. Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Rp(206.052.589.292,36)
e.  Surplus / Defisit Pos Luar Biasa Rp0,00
f.  Surplus/ Defisit Laporan Operasional Rp653.592.234.346,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp510.969.737.858,24
Penggunaan Saldo Sebagai Penerimaan Rp(510.969.737.858,24)
Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Sebagai Penerimaan Rp544.436.370.041,24

Pembiayaan Tahun Berjalan



d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp0,00
Sebelumnya
e. Lain-Lain Rp0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp544.436.370.041,24
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017

sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rpl8.267.252.662.516,48
b. Surplus Defisit - Laporan Operasional Rp653.592.234.346,00
c. R/K Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rp0,00
d. Dampak Kumulatif Perubahan Rp211.359.574.162,93
Kebi jakan/Kesalahan Mendasar
e. Ekuitas Akhir Rpl19.132.204.471.025,41
Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri dari:

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran;
1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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3. Lampiran 1.3

4. Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

- @ =

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;
: Neraca;
: Laporan Arus Kas;

: Catatan Atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak

Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerabh;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Penger jaan;
: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai

Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam

Tahun Anggaran Berikutnya; dan

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.



)

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

DiundangkanW‘angerang Selatan.

pada tanggal eptember 2018

SEKRET
KOTA TANG

IS DAERAH
NG SELATAN,

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN : ( 3,28/2018).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang kemudian diatur ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari
sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai
pedoman pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah
menetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017.



Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan,
menyusun laporan keuangan yang memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. LaporanArus Kas;

d. LaporanOperasional,;

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebelum dilakukannya laporan keuangan tersebut kepada masyarakat
melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, Badan
Pemeriksa Keuangan sebagai auditor yang independen akan melaksanakan
audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan
keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar
akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan eksternal oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, juga dapat dilakukan pemeriksaan internal.

Berdasarkan urgensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
mengamanatkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017.



Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat
mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai asas umum
pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,

serta manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
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